
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.122, 2018 KEMENDAGRI. Penerbitan Surat Keterangan 

Penelitian. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian 

pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini 

perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  

64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi 

Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  

64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi 

penelitian sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika 

peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Penerbitan Surat 

Keterangan Penelitian; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 
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  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat 

PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu 

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai 

dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu 

pintu. 

4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran 

atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik 

kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

5. Peneliti adalah perseorangan atau kelompok Warga Negara 

Indonesia yang tergabung dalam lembaga 

pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau 

organisasi kemasyarakatan yang melakukan penelitian. 

6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut 

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh 

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, 

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

7. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, 

dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau 

keuntungan. 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

9. Surat Keterangan Penelitian adalah yang selanjutnya 

disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri 

Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan 

kewenangannya yang berisi keterangan mengenai 
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penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

 

Pasal 2 

Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi 

dan  pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka 

kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan 

akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk 

pengkajian terhadap substansi penelitian. 

 

BAB II 

LINGKUP PENELITIAN 

 

Pasal 3 

Lingkup Penelitian meliputi: 

a. nasional; 

b. daerah provinsi; dan 

c. daerah kabupaten/kota. 

 

Pasal 4 

(1) Penelitian lingkup nasional yaitu penelitian yang lokasi 

penelitiannya meliputi dua daerah provinsi atau lebih. 

(2) Penelitian lingkup daerah provinsi yaitu penelitian yang 

lokasi penelitiannya meliputi dua atau lebih daerah 

kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. 

(3) Penelitian lingkup daerah kabupaten/kota yaitu penelitian 

yang lokasi penelitiannya hanya meliputi satu daerah 

kabupaten/kota. 

 

Pasal 5 

(1) Setiap peneliti dalam melakukan penelitian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki SKP. 

(2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 

terhadap: 

a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir 

pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di 

dalam negeri; dan 
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b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang 

sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PENERBITAN  

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  

 

Pasal 6 

Pelaksanaan Penerbitan SKP dilakukan oleh: 

a. Menteri Dalam Negeri melalui Unit Layanan Administrasi 

Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya disampaikan 

kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan 

Umum untuk SKP lingkup nasional;  

b. Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

provinsi dan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi, untuk SKP lingkup daerah 

provinsi; 

c. Bupati/Wali Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan 

PTSP Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan 

Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten/Kota, untuk SKP lingkup daerah 

kabupaten/kota. 

 

Pasal 7 

Pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan melalui tahapan: 

a. pengajuan permohonan; 

b. verifikasi dokumen persyaratan; dan 

c. penandatanganan SKP. 

  

Pasal 8 

(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a dilakukan oleh peneliti dengan 

mengajukan permohonan SKP secara tertulis sesuai 

dengan ruang lingkup penelitian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3. 
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